BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA PERUBAHAN KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri

Mengingat :

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian
Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Desa
Perubahan kepada Camat.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
19536 Nomor 15) ;

2. Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN

KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI RENCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN
KEPADA CAMAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Kampar,

Bupati adalah Bupati Kampar,

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum vyang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yvang diakui dan dihormati dalam sistem pemernntashan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.,

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat Desa sebagal unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjuinya disebut
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
Pengeluaran Desa adalah uang vang keluar dari rekening kas
Desa.

Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan
oleh Desa



10. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan
kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan
diterima kembali oleh Desa.

11. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun
anggaran berikutnya.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa sectelah dibahas dan disepakat
bersama Badan Permusyawaratan Desa.

13, Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan
Perturan Desa untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan
umum dan/atau Peraturan Perundan-undangan vang lebih tinggi.

BAB 11
PELAKSANAAN DAN PENARIKAN DELEGASI
Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 2

Bupati mendelegasikan wewenang dalam evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APEB Desa dan Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa Perubahan kepada Camat.

Pasal 3

(1) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan yang
telah didelegasikan oleh Bupati merupakan tanggung jawab
Camat sebagai penerima tugas delegasi.

(2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa Perubahan paling lama 20 [dua puluh) han kerja terhitung
sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan.



(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan
peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya,

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya
kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa,

(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa
bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua
puluh] hari kerja terhitung sejak diteri manya hasil evaluasi.

(6] Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)
tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap
menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran APB Desa manjadi Peraturan Kepala Desa,
Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan
Camat,

(7] Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan
Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Camat.

|8) Camat menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas
delegasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Penarikan

Pazal 4

(1) Bupati dapat menarik kembalj pendelegasian dalam evaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan kepada Camat.



(2) Penarikan kembali pendelegasian dalam evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa Perubahan kepada Camat ditetapkan dengan
Peraturan Bupanu

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya pelaksanaan tugas pendelegasian dalam evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa Perubahan kepada Camat dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 6

Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap
pelaksanaan pendelegasian kewenangan yang diberikan kepada
Camat melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masvarakat dan Desa
Kabupaten Kampar.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten.

Ditetapkan di Bangkinang
pada Tanggal, 17 Jaruart 2013

Flt. BUPATI

CATUR SUGENG 3LUSANTC

Diundangkan di Bangkinang

pada tanggal, |7 Jauary Told)
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

A
YUSRI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN TelwoMor 7.7



